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ABSTRAK
NAMA :DESRIKANTI BK
NIM :10400110019
JUDUL :Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasionan Bank ASI
menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab
Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Konsep Al-Radha’ah
dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab,
Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah,
yaitu: 1) Apa yang dimaksud Al-Radha’ah menurut pandangan Ulama Empat
Mazhab?. 2) Bagaimana Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima
dan Pendonor Bank ASI?. 3) Bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer tentang
Bank ASI?.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis,
pendekatan Syar’i dan pendekatan Komparasi. Dalam mengumpulkan data, penulis
menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian
yaitu penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa
data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh
dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang
bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bayi yang mengambil air susu dari
bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI
tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung
dengan cara mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI,
sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang
bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.
Adapun implikasi dari penelitian ini ialah mengenai Permasalahan Bank ASI
jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi-
konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat Islam. Megingat ajaran serta
syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal kehormatan dan keturunan.
Dalam praktiknya di dunia barat, Bank ASI dalam prosedurnya menimbulkan
ketidakjelasan  hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup
kemungkinan akan terjadinya penikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu
susu. Jika  terjadi pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah karena melanggar
larangan yang menyangkut akad dalam muamalat, sebagaimana dikatakan dalam
kaidah ushul “Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang
dilarangan jika larangan tersebut menyangkut substansi akad”
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu (ASI)
merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup
manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak
yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan
menunjukan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih
cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak
menerima ASI.1 Hal ini dalam Hukum Islam disebut dengan istilah radha’
(peyusuan).
Pengertian radha’ (peyusuan) menurut Ulama ialah segala sesuatu yang
sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara
mengisap atau lainnya.2 Sedangkan proses penyusuan dengan cara menuangkan ASI
ke dalam mulut  tanpa melalui peyusuan di sebut al-wajur, dan menuangkan ASI
melalui hidung tanpa melalui penyusuan disebut al-sa’ut. Mengenal al-wajur dan al-
sa’ut ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Menurut imam Malik,
proses al-wajur dan al-sa’ut dapat menyebabkan hubungan kemahraman atau nasab
antara perempuan yang memiliki air susu dan bayi yang menghisap atau meminum
susu dengan dua cara tersebut.
Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefenisikan radha’
menunjukan bahwa persoalan radha’ tidak hanya dapat di pandang dari aspek air
1Abdul Hakim Abdullah, Keutamaan Air Susu Ibu, Alih Bahasa Abdul Rakhman (Jakarta:
Fikahati Aneska, 1993), h. 30.
2Zakariya al-Ansari, Fath al-Wahhab (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.
susu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut, tetapi juga harus melihat dan
memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam radha’ (penyusuan),
misalnya menetek secara langsung atau menuangkan air susu ke kerongkongan.3
Dalam fikih Islam, persoalan radha’ mempunyai dampak terhadap timbulnya
hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui. Dengan
menyusuinya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan
mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusuinya (anak susuan) beserta
segenap keturunan dan kerabat ibu susuan sehingga haram bagi anak menikah.
Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-radha' atau susuan.
Menurut Hanafiyah bahwa al-radha' adalah seorang bayi yang mengisap puting
payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan
bahwa al-radha' adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi
sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan al-radha' adalah sampainya susu seorang
perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan al-radha' adalah
seorang bayi di bawah dua tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang
muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.4
Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur ketika
orang menyusui yang bisa menyebabkan kemahraman.5 Mayoritas ulama
mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke
bawah.6 Allah swt berfirman dalam (QS. 2 [al - Baqarah] : 233
3Muhammad Husain Haekal, Hayat Muhammad, Alih Bahasa, Ali Audah (Jakarta: Pustaka
Lintera Antarnusa, 2001), h. 50.
4Cholil, Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern (Cet. II;
Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 267.
5Cholil, Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, h. 268-270.
6Cholil, Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, h. 267.
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Terjemahnya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.’’7
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit.
Diponegoro, 2010), h. 37.
Bahwa di dalam pembolehan menjual ASI itu ada kemungkaran karena bisa
menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan
hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang
dijual bank ASI tersebut.8 Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menjual ASI
tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena
kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena
kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi
pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar
dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan
kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya.9
Muncul persoalan baru yang terkait dengan radha’ yaitu adanya lembaga
donor ASI atau di kenal sebagai Bank ASI.
Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI
yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI
sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa
menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang
didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu
memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank
ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering
membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.10
B. Rumusan Masalah
8Masjfuk Zallum, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam [t.tp.: t.p.,t.t], h. 312.
9Masjfuk Zallum, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, h. 320.
10Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini
(Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 120.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi masalah pokok adalah Bagaimana Konsep Al-Radha’ah dan Hukum
Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab adapun sub
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apa yang dimaksud Al-Radha’ah menurut Pandangan Ulama Empat
Mazhab?
2. Bagaimana Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan
Pendonor Bank ASI?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Adapun judul penelitian ini adalah Konsep Al-Radha’ah dan Hukum
Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab. Agar tidak terjadi
salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka akan di jelaskan definisi
operasional dari judul diatas.
Al-Radha’ (penyusuan) menurut ulama ialah segala sesuatu yang sampai ke
perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara mengisap
atau lainnya.11
Operasional ialah cara bekerja; gerak jangkau; lingkup.12 Sedangkan Bank
ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima simpan pinjam; kumpulan;
bank mata, kumpulan (gugus) data; bank sirkulasi, bank yang mengedarkan uang.13
Sedangkan ASI singkatan kata dari Air Susu Ibu.
11Zakariya Al-Ansari, Fath Al-Wahhab (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.
12Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamis Ilmiah Populer, h. 549.
13Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamis Ilmiah Populer, h. 299.
Bank ASI adalah merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari
donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa
memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi
ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau
wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan
para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa
bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang
sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada
anaknya.14
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi Ulama Empat mazhab yang
diantaranya: Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah.
D. Kajian Pustaka
Adapun buku-buku atau kumpulan skripsi yang penulis dapatkan dalam
kaitannya dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:
Ulfatmi, Kementrian Agama RI dalam bukunya yang berjudul “Keluarga
Sakinah Dalam Perspektif Islam’’. Menjelaskan bahwa perkawinan merupakan
sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja,
dewasa dan akhirnya melangsungkan perkawinan adalah mata rantai yang tidak
terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks
14Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini
(Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003) h. 120.
demikian, pada dasarnya, manusia dibekali dengan insting agar cenderung
mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa.15
Skripsi yang disusun Ali Asyar dengan judul: “Akibat Hukum Menyusui
Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibn Hazm)”.Menurut Ibn Hazm bahwa
secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan
hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa seseorang perempuan
yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karena itu, ia
diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua
perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.
Skripsi yang disusun oleh Nurlaiy Hidayah dengan judul “studi Analisis
Pendapat Ibnu Hazm tentang Batas Minimal Kadar susuan yang Mengharamkan
Nikah”. Menurut Ibnu Hazm bahwa susuan yang menyebabkan keharaman menikah
adalah bila seorang perempuan memberi susuan sebanyak sepuluh kali. Adapun jika
kurang dari itu maka pemberian tidak mengakibatkan haramnya menikah.
Di antara peneliti yang membahas tentang radha’ atau sususan adalah skripsi
dari Zainal Abidin “Persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu
bagi bayi (Pasal 104 ayat 2 KHI studi Analisa)”. Dalam skripsi tersebut dibahas
tentang kebutuhan bayi terhadap ASI sebagai makanan dan minuman yang sangat
dibutuhkan dalam perkembangannya. Dalam skripsi tersebut juga dibahas tentang
pengaruh ASI terhadap tubuh Bayi.16
15Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (studi terhadap pasanagan yang
berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang), (Jakarta: Kementrian Agama RI,
2011), h. 66.
16Zainal Abidin, “persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu bagi Bayi
(studi Analisa pasal 104 ayat 2 KHI”), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariáh, 2002), h.
66.
Di antara peneliti yang membahas tentang Bank Asi adalah Khotimatus
Sa’adah dalam skripsi yang berjudul “Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum
Perkawinan Islam (studi Atas pemikiran Yusuf Qardawi)”. Menurut Qardawi, Bank
ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang
membutuhkan Air Susu Ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan
untuk menambah daya tahan tubuh, maka anak-anak yang minum dari bank ASI
tidak menimbulkan hubungan mahram. Penyusun skripsi ini bertolak belakang
dengan pendapat Qardawi, bahwa bayi yang minum dari ASI dianggap sebagai
mahram karena bank ASI memiliki fungsi yang sama dengan konsep Radha’ah.17
Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang sama
atau serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini
sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.
E. Metodologi Penelitian
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,
maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan
dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Kualitatif deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data
dari buku-buku perpustakaan (lybrary research). Secara definitif, lybrary
reseacrh adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti
berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang
17Khotimatus Sa’adah, “Bank ASI dan Implikasinya dalam hukum Perkawinan Islam (Studi
atas Pemikiran Yusuf Qardawi”), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah,2004), h. 82.
sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya
suatu tema yang akan dipaparkan.
Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah
yang pada dasarnya bertumpu pada penelahan krisis dan mendalam terhadap
bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya
dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang
kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.
Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi
tentang Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut
Pandangan Empat Mazhab dengan bantuan bermacam-macam materi yang
terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-
kisah sejarah dan lainnya.
2. Metode Pendekataan
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Konsep Al-
Radha’ah dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Empat
Mazhab. Maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syar’i), yakni menjelaskan hukum-
hukum yang berhubungan dengan pendapat dari para Ulama Empat Mazhab Tentang
Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank Asi.
b. Pendekatan Yuridis
Pendekatan Yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan
beberapa data-data yang memuat tinjauan hukum, terutama hukum islam.18
3. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolangannya ke
dalam penelitian perpustakaan (lybrary research), maka sudah dapat dipastikan
bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur,
baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.19
a. Sumber primer
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data.20
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.21 yang
berlangsung
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pedapat atau tulisan orang secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.
18Abd. Kadir Ahmad, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data”, Makalah yang disajikan
pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012), h. 8.
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h. 129.
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), h.253.
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, h.253.
5. Metode Pengolahan data
Dalam pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:
a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan  antara beberapa
data.
b. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat
umum lalu menarik kesimpulan.22
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitan
Adapun tujuan pengertian dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud Al-Radha’ah menurut Pandangan
Ulama Empat Mazhab.
2. Untuk mengetahui Hukum Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman
Penerima dan Pendonor Bank ASI.
3. Untuk  mengetahui Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI
Dari penelitian ini, diharapkan pula dapat memberi kegunaan sebagai berikut:
1. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang Konsep Al-Radha’ah
menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.
2. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana Pandangan
Hukum Operasional Bank ASI dan Status Kemahraman Penerima dan
Pendonor Bank ASI.
3. Memberikan Pemahaman kepada Pembaca tentang bagaimana Pandangan
Ulama Kontemporer tentang Bank ASI.
22Abd. Kadir Ahmad,“Teknik Pengumpulan dan Analisis Data”. Makalah yang disajikan
pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012). h. 8.
BAB II
KONSEP AL-RADHA’AH MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT
MAZHAB
A. Konsep Al-Radha’ah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam
Dalam Al-Quran kata hukum Islam tidak akan pernah didapatkan. Tapi
beberapa istilah yang menyamakannya adalah, syari’at, tasyri’ atau syara’, dan fiqh.
Istilah-istilah tersebut memiliki penjelasan penjelasan sebagai berikut.
a. Syari’at
Kata syari’at dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang selalu
menjadi tempat, baik tujuan manusia maupun binatang. Syari’at dalam pengertian ini
kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat
menjamin kebutuhan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu syari’at
dalam arti hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan
Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. Syaria’at berarti sumber hukum Islam yang
tidak berubah sepanjang masa.23
b. Tasyri’
Dalam bahasa Arab dijumpai kata syara’a yang berarti membuat jalan raya,
suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Dengan demikian kata tasyri’ berarti
pembuatan jalan raya itu. Oleh karena itu kata tasyri’ berarti pembentukan hukum
Islam secara sistematis, pembentukan hukum-hukum teoritis  dan hukum-hukum
praktis. Tasyri’ terbagi dua yaitu tasyri’ samawy (buatan Allah) dan tasyri’ wad’id
(buatan manusia).24
23Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Unisba, 1995), h. 10.
24Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h.11.
c. Fiqh
Fiqh dalam bahasa Arab berarti pengertian atau pengetahuan. Fiqh pada
awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, namun bersamaan
dengan perkembangan Islam, kata inipun berkembang hingga digunakan untuk
nama-nama sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam peraturan
perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, fiqh didefinisikan sebagai
berikut: Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syari’at yaitu hukum-hukum
yang penggalinya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau
pengetahuan dan ijtihad. Dengan demikian makna fiqh telah menjadi suatu nama
ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus dikalangan ahli-ahli hukum
Islam.25
Secara terminology, Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan
bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.26 Sementara Prof. Dr.
Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya
pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.27
Dari dua ta’rif diatas hukum Islam lebih mencakup pada hukum syara’ dan
hukum fiqh, bukan pada syariat. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa
hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt.
25Fazlur Rahman, Islam, ed.II (Chicago-London: Chicago University Press,1979), h.100.
26Samuel Koening, Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology (Cet. I; Net York:
Borners Van Noble Inc, 1957), h. 279.
27Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.
17.
2. Pengertian Radha’ah
Radha’ah berasal dari kata (ra, dha dan ain) yang secara leksikal berarti
meminum, atau mengisap susu dari buah dada.28 Jadi, secara bahasa radha’ah dapat
diartikan menyedot putting, baik hewan maupun manusia.
Dari segi istilah, radha’ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk
mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan
merangsang otak seorang anak. Dalam pengertian secara bahasa, tidak
dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (ar-radhi’) berupa anak kecil (bayi) atau
bukan. Adapun dalam pengertian secara istilah, sebagian ulama fiqh mendefinisikan
al-radha’ah sebagai “sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam
perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun atau 24 bulan.”29
Ulama Fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun
dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang
diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh
terhadap perkembangan fisik mereka.30
Dikatakan juga bahwa radha’ah secara syara’ adalah cara pengisapan yang
dilakukan ketika proses menyusu pada putting manusia dalam waktu tertentu.31
28Ibrāhim Anis, Kamus al-Washīt (Mesir: Dār al-Qalam, t.th), 41. Lihat juga Ahmad Warson
al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Edisi II (Cet XXV; Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), h. 241.
29Abdurahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, th), h. 250-251.
30Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van
Hoeve, 2003), h. 1475.
31Abi at-Tayyib, ‘Aun al-Ma’bud, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h.
38.
Radha’ah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan,
sebagaimana lafadz darbatan (satu kali pukul) jalsatan (satu kali duduk) dan aklatan
(satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil mengisap putting susu kemudian
meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut
dengan radha’ah.32
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka ada tiga unsur batasan untuk
dapat dikatakan al-radha’ah asy-syar’iyyah atau persusuan yang berlandaskan etika
Islam, yakni
a. Labanu adamiyyatin (adanya air susu manusia)
b. Wushuluhu ila jawfi thiflin (air susu itu masuk ke dalam perut bayi)
c. Duna al-hawlayni (bayi tersebut belum berusia dua tahun)
Maka dengan itu, rukun al-radha’ah asy-syar’iyyah ada tiga unsur:
a. Pertama, anak yang menyusui (ar-radhi’),
b. Kedua, perempuan yang menyusui (al-murdhi’ah), dan
c. Ketiga, kadar air susu (miqdar al-laban) yang memenuhi batas minimal.
Suatu kasus (qadhiyyah) bias disebut al-radha’ah asy-syar’iyyah, dan
karenannya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku,
apabila tiga unsur ini bias ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak
ditemukan, maka al-radha’ah dalam kasus itu tidak bisa disebut al-radha’ah asy-
syar’iyyah, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara’ tidak berlaku
padanya. Adapun perempuan yang sudah menyusui  itu disepakati oleh para ulama
(mujma’ ‘alayh) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah
monopause atau juga belum, gadis atau sudah nikah, hamil atau tidak hamil. Semua
32Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail al-Authar, Juz VII (Beirut: Dar al-Jil,
1995), h. 241.
air susu mereka bisa menyebabkan al-radha’ah asy-syar’iyyah, yang berimplikasi
pada kemahraman anak yang disusuinya.33
3. Konsep Radha’ah Menurut Hukum Islam
a. Dasar Hukum
Dasar hukum radha’ah banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis
Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam Al-Qur’an yang membicarakan perihal
penyusuan anak (al-radha’ah). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan
topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan
(munasabah) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain
enam ayat ini, al-radha’ah juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad saw
dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik Al-Qur’an maupun Al-Hadis, kedua-
duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum dan etika “menyusui”.34
Enam ayat Al-Qur’an yang dimaksud adalah sebagai berikut:
QS. Al-Baqarah, ayat 233:









33Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid,
Juz I [t.tp.: t.p.,t.t], h. 30.
34Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 252-253.








Terjemahnya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena ayahnya, dan waris
pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan.”35
Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal:
Pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (walidat) agar senantiasa
menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran
sang anak.
Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang
sedang menyusui dengan cara yang ma’ruf.
Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan
dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri.
Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (al-
murdhi’ah).
35Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.
QS. An-Nisa, ayat 23:















Terjemahnya:
“Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu
yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan…”36
Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak (al-radha’ah) dapat
menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (al-murdhi’ah)
dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusuinya (ar-radhi’).
QS. Al-Hajj, ayat 2:
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81.
 َمۡ َ ُ َ َ َو ۡ َ َ َأ ٓ َ  ٍ َ ِ ۡ ُ ُ  ُ َ ۡ َ َ َ ۡو َ َُ َذ ۡ َ  ِتاَ َ ۡ َ  ٍ ى َ َ َو َس ٱ َو ٰى َ ٰ َ َُ
 َبا َ َ ِ ٰ َ َو ٰى َ ٰ َ ُ ِ ُ ِ ٱ ٞ ِ َ٢
Terjemahnya:
“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua
perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah
kandungan segala perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam
keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab
Allah itu sangat keras.”37
QS. Al-Qashash, ayat 7:
 ٓ َ ۡ َ َۡوأَو َ َ  ِ ۡ ِ  اَِذ َ ِ ِ ِ َأ َۡنأ َ ُ  ُِّمأ َ ِإ ِ ۡ ۡ َ َ ِ  ِ ِ َ ۡ ٱ ِّ ۡ َ  َ َو ِ َ َ  َ َو ِ ۡ َ ِ إ ُهوٓداَر ِإ ٓ ِ َ
 َ ِ  ُه ُ ِ َ َو َ ِ َ ۡ ُ ۡ ٱ٧
Terjemahnya:
“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: “Susuilah dia, dan apabila kamu
khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai [Nil]. Dan janganlah
kamu khawatir dan janganlah [pula] bersedih hati, karena sesungguhnya Kami
akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya [salah seorang] dari
para rasul. ”38
QS. Al-Qashash, ayat 12:
 ِ ۡ َ َ َ ۡ َ َو َ ِ ا َ َ ۡ ٱَ َ  ۡ ُ َُدأ ۡ َ  ۡ َ َ َ  ُ ۡ َ ِ ِ ۡ َأ ُ ۡ َ  ٖ ۡ َ ُ َ ُۥ ُ َ  ۡ ُ َو ۡ ُ َۥ
 َن ُ ِ ٰ َ١٢
Terjemahnya:
“Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang
mau menyusui[nya] sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa: “Maukah
kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu
dan mereka dapar berlaku baik kepadanya? ”39
Tiga ayat yang terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui
anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan
betapa pentingnya ASI (ibu kandung) untuk anaknya, sehingga  Nabi Musa kecil
dicegah Allah untuk menyusu kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula
37Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 332.
38Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 386.
39Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 386.
kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui
anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.
QS. Ath-Thalaq, ayat 6:
ُ ُ ِ ۡ َأُ و ٓر َ ُ  َ َو ۡ ُ ِ ۡ ُو ِ ّ ُ َ َ  ُ ۡ َ  ۡ ِ ُ ِ َ ْ ا ُ ِ ّ ۚ ِ ۡ َ َ ٖ ۡ َ  ِ ٰ َ ُْوأ ُ  ن
 َ  َ ۡ َ َأ ِۡن َ  ۚ ُ َ ۡ َ  َ ۡ َ َ  ٰ َ ِ ۡ َ َ  ْ ا ُ ِ َ َ ۡ ُ ََٔ َر ُ ُأ ُ ُ َ  ْ او ُ ِ َ ۡ َو ُُ َ ۡ ُ ۡ َ ِٖفو
 ُ َ  ُ ِ ۡ ُ َ َ  ۡ ُ ۡ َ َ َ  ن ٓۥ ٰى َ ۡ ُأ٦
Terjemahnya:
“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu mneyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditolak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”40
Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan
anak.
Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami
bagi sang istri muthallaqah (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya,
di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa
‘iddah.
Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan
yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarah secara baik dan adil.
Sementara hadis-hadis tentang radha’ah dapat ditemukan melalui kegiatan
takhrij hadis,41 dan dari hasil takhrij tersebut akan diperoleh informasi bahwa hadis-
40Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 559.
41Takhrīj al-hadīś adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukan-nya dalam berbagai
kitab hadis yang disusun langsung oleh mukharrij-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis
secara lengkap dari segi sanad dan matan. Munir. Pemikiran Hadis-Hadis Radhā’ah Dalam Kitab
Taysir Allam, Subul Al-Salam dan 2002 Mutiara Hadis. Al-Fikr, Volume 16 No. 1 2002, h. 42.
hadis tentang radha’ah termaktub dalam al-kutub al-tis’ah.42 Hadis-hadis radha’ah
yang ditemukan dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut:43
1. Dari Ibn ‘Abbās ra berkata: bersabda Nabi saw tentang anak perempuan
Hamzah. Dia tidak halal bagiku, haram lantaran hubungan sesusuan, apa yang
haram karena hubungan keturunan darah. Dia anak perempuan saudaraku
sesusuan.
2. Dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, penyusuan itu
mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran.
3. Aisyah berkata: sesungguhnya Aflah saudara Abi al-Qu’ais meminta izin
kepada saya setelah turunnya ayat hijab, maka saya berkata: demi Allah, saya
tidak memberi izin kepada kamu sehingga saya meminta izin terlebih dahulu
kepada Nabi saw. karena saudaranya Abi al-Qu’ais bukan orang yang
memberi-kan susu kepada saya, tetapi saya disusukan oleh isterinya Abi al-
Qu’ais. Kemudian Nabi saw. masuk ke kamar saya, lalu saya berkata: ya
Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukan orang yang memberikan susu
kepada saya, tetapi istri Abi al-Qu’ais yang menyusukan saya. Lalu Nabi saw.
berkata: berikanlah izin kepadanya, karena dia itu pamanmu, kamu rugi jika
kamu tidak memberi izin.
4. Dari ‘Aisyah ra, bahwa Nabi saw masuk kerumahnya, dan di dekat ‘Aisyah
ada seorang laki-laki dan ketika itu Nabi saw berubah pandangannya seakan-
akan dia (Nabi saw) tidak suka tentang hal itu, maka ‘Aisyah berkata: Laki-
42Yang dimaksud al-Kutub al-Tis’ah, adalah; Shahih al-Bukhāriy, Shahih Muslim, Sunan Abū
Dāwud, Sunan al-Turmuziy, Sunan al-Nasā‘i, Sunan Ibn Mājah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab
Muwaththa’ Mālik. Munir. Pemikiran Hadis-Hadis Radhā’ah Dalam Kitab Taysir Allam,
Subul Al-Salam dan 2002 Mutiara Hadis, h. 42.
43Munir. Pemikiran Hadis-Hadis Radhā’ah Dalam Kitab Taysir Allam, Subul Al-Salam dan
2002 Mutiara Hadis. Volume 16, NO. 1, 2002, h. 47.
laki itu adalah saudaraku. Lalu Nabi saw bersabda perhatikanlah saudaramu,
karena sesungguhnya peyusuan itu disebabkan kelaparan.
5. Dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah bersabda: tidak bisa diharamkan sekali
isap dan dua kali isap.
6. Darinya (yakni Aisyah) berkata: telah datang Sahlah binti Suhail, lalu
berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya Salim Maula bagi Abi Huzaifah beserta
kami di rumah kami, padahal ia telah sampai kepada umur laki-laki, maka
sabdanya: susuilah akan dia, niscaya engkau jadi haram kepadanya.
Secara umum, hadis-hadis yang telah dikutip mengandung makna bahwa
dampak dari penyusuan adalah ke-mahram-an. Kemudian khusus hadis ke-lima dari
syarah al-Shan’āni mengandung makna bahwa sekali isap dalam menyusu tidak
menyebabkan ke-mahram-an.44
b. Rukun dan Ketetapan Radha’ah
Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun radha’ah ada
tiga,45 yaitu;
1) Wanita yang menyusui;
Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah
seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun, ulama
berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal.46
44Munir. Pemikiran Hadis-Hadis Radhā’ah Dalam Kitab Taysir Allam, Subul Al-Salam dan
2002 Mutiara Hadis, h. 48.
45Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, Juz X (Beirut; Dar al-Fikr al-Ma’sir,
1998), h. 7273.
46Ibnu Rusyd, Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat
Al-Muqtashid, h. 191.
Menurut Syafi’i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup
sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah
mati.47
2) Air Susu;
3) Anak yang Menyusui.
Untuk menghindari kesimpang-siuran dalam menetapkan seorang anak benar-
benar disusui oleh seorang wanita selain daripada ibunya tersebut, para ulama fiqih
menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut, diantaranya
sebagai berikut:
a) Ikrar
Menurut Mazhab Hanafiyah, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan
persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersamaan atau salah satu dari
mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh
menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan
setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan
untuk berpisah, maka hakim memaksa mereka untuk berpisah.
Menurut Malikiyyah, radha’ah dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua
pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua
mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf
meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah
baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi’i menetapkan bahwa ikrar harus
dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.48
b) Persaksian
47Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 221-223.
48Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7290-7292.
Persaksian, yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara
pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang
disepakati ulama fiqih yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-
laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang
kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.
Menurut ulama Mazhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena
‘Umar bin al-Khattab mengatakan, “Saksi yang diterima dalam masalah susuan
hanyalah persaksian dua orang laki-laki.” Para sahabat lain tidak membantah
ketetapan ‘Umar bin al-Khattab ini, karenannya  menurut mereka, ketetapan ini
menjadi ijma’ para sahabat, dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.
Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah swt dalam Surah al-
Baqarah, ayat 282 yaitu:
 َو ْ او ُ ِ ۡ َ ۡ ٱ ِن َ  ۖ ۡ ُ ِ َ ِّر ِ  ِ ۡ َ ِ َ ۡ َ ُ َر َ ُ َ ِ ۡ َ ٞ ُ َ َو ِن َ َ َ ۡ ٱ َن ۡ َ ۡ َ ِ٢٨٢
Terjemahnya:
“Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang di antaramu. Jika
tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”49
Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita belum
akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang
laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka
dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad.
Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam
masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan khusus kaum
wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak
49Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 48.
diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam
persaksian.
Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadis
tersebut bersifat sunnah.50
B. Pandangan Ulama Empat Mazhab terhadap Kadar Sesusuan yang
mengharamkan Pernikahan
1. Biografi Ulama Empat Mazhab
Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah ilmu
pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha’ (mujtahidin) beserta dalil-
dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang
diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara
mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan
pendapat yang paling kuat dalilnya. Objek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam
atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-
dalilnya.51
Berikut Empat Imam Mazhab yang memiliki peranan dalam penetapan
hukum Islam, yaitu:
a. Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah adalah imam madzhab yang pertama, nama lengkap Abu
Hanifah ialah Abu Hanifah al- Nu’man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal
dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir dikufah tahun 80
H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua
50Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7293-7294.
51Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997), h. 83.
lingkungan sosio-politik, yakni di masa bani Umaiyyah dan masa awal dinasti
Abbasiyah.
Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia
mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi
panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga dikenal
dengan sebutan Abu Hanifah.
Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang dikenal dengan “al- imam
al- azham’’ yang artinya imam terbesar. Abu hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-
ra’yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur’an
ataupun hadis, beliau lebih banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra’yi
dari khabar ahad.52 Beliau sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang
menyebarkan pahamnya, kemudian dalam kitab-kitab mereka. Mazhab ini
berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil,
Amerika Latin dan Mesir.53
Menurut Jaih Mubarok Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum
mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara
praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan
hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih
Mubarok, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad
yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok
dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:
 ُ ُ ْ َ و اَِذإ ِ ا ِب َ ِ ِ  ُ ْ َ َأ ِّ ِ ا, ْ َ َأ ِ ْ ِ  ْ ِ َأ ْ َ َ َ َ َ  َو ِ ْ َ َ  ُ ا َ  ِ ا ِل ْ ُ َر ِ ُ ِ  ُ
 ِر ّ ِ ّ ْ اَو. ِ َ ْ َأ ِل ْ َ ِ  ُت ْ َ  َأ َ َ َو ِ ْ َ َ  ُ ا َ  ِ ا ِل ْ ُ  َِر ُ  َ َو ِ ا ِب َ ِ  ِ ْ ِ َأ ْ َ اَِذ َ ِ
52H.M.Asywadie Syukur,Lc, Perbandingan Madzhab (Cet. II; Surabaya: Bima Ilmu, 1982),
h. 95-98.
53H.M.Asywadie Syukur,Lc, Perbandingan Madzhab,. h. 76.
 ُ ِ  ْ َ  ُع َْدأَو ُ ْ ِ  ْ َ, ْ ِ  ُج ُ ْ َأ َ ْ ِ  ِ ْ َ  ِلْ َ  َ ِإ ْ ِ ِ  ْ َ, َ ْ ِ  ا َ ْ إ َ ِإ ُ ْ َ ْ ا َ َ ْ ا اَِذ َ
اْو ُ َ َ ْ َأ َْنأ َ  ِ َ ُ ْ ا ِ ْ ِ ْ ِ َ َو َ ْ  ِ ْ ِ  ِ ْ ا َو َ َ َ ْ ا َو ِ ْ ا...
Artinya:
“Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-Qur'an) apabila menemukannya, jika
saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan Atsar. Jika saya
tidak temukan dalam Kitab dan Sunnah, saya berpegang kepada pendapat para
sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya,
saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada yang lainnya. Maka
jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Said ibn
al-Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah
berijtihad.”54
Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, menerangkan mengenai
dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fikih sebagai berikut: Abu Hanifah
berpegang kepada riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari
keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta urf mereka itu
beliau memegangi Qiyas, kalau tidak baik dalam satu-satu masalah di dasarkan
kepada Qiyas, beliau memegangi istishsan selama yang demikian itu dapat
dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan ‘urf. Ringkasannya dasar
Istinbat hukum Abu Hanifah adalah:
1) Al Kitabullah.
2) Sunnah Rasullah dan atshar-atshar yang shahih yang telah masyhur diantara
para ulama.
3) Fatwa-fatwa para sahabat.
4) Qiyas.
5) Istihsan.
54Jaih Mubarok, Pengantar, Juhaya S. Praja, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74-75.
6) Adat dan ‘urf masyarakat.55
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbath
hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematika atau tertib urutannya seperti
apa yang ia ucapkan itu tersebut. Dari sistematika atau tertib urutan sumber dalil di
atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Kitab atau al-Qur'an pada urutan
pertama, kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan seterusnya secara berurutan
Qaul Shahabi, al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istihsan dan yang terakhir adalah al-’Urf. Dalam
hal terjadinya pertentangan Qiyas dengan Istihsan, sementara Qiyas tidak dapat
dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan Qiyas dan berpegang kepada Istihsan
karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain penggunaan Qiyas
sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika Qiyas tidak mungkin
dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah
menggunakan Istihsan dengan alasan maslahat.56
b. Imam Malik
Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai
dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di
negeri Hijaz tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 H/
798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun
al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu
‘Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah
dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-‘Aliyah binti
Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.
55Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Edisi I (Cet. I;
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 86-87.
56Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.98.
Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagimana halnya
Imam Abu Hanifah. Ketekunan dan kecerdasannya imam malik tumbuh sebagai
ulama terkemuka teurutama dalam bidang ilmu hadis, terutama bidang hadits di
Madinah.57 Mazhab ini dibina oleh Imam Malik bin Anas. Ia cenderung kepada
ucapan perbuatan (praktek) Nabi saw. Praktek para sahabatnya serta ulama Madinah.
Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahraen.
Adapun metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah
berpegag kepada:
1) Al-Kitab (al-Qur'an)
Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan
atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan
mafhum al-Aula dengan memperhatikan 'illatnya.
2) Al-Sunnah
Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik
mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil
syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti
ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan
makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-
Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh
ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam
sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah al-
Mutawatir atau al-Masyhurah).
57Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 102.
3) Al-Ijma’Ahlal-Madinah
Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang
asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah saw, bukan dari hasil ijtihad
ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.58
Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah Tahido
Yanggo, yang dimaksud dengan ijma' ahl al-Madinah tersebut ialah ijma' ahl al-
Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari
Nabi saw. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali
bukan merupakan hujjah. Ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, sudah
merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.
Dikalangan mazhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada
khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah,
sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.
4) Fatwa Sahabat
Yang dimaksud dengan Sahabat disini adalah sahabat besar, yang
pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti
bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang
wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi
fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian,
beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan
hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih
didahulukan dari pada Qiyas.
58Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 105-106.
5) Khabar Ahad dan Qiyas
Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari
Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal
oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad
tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan khabar
ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas
dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di
kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa
khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian,
maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia
menggunakan qiyas dan mashlahah.
6) Al-Istihsan
Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah: "Menurut hukum dengan
mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully
(menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada qiyas,
sebab menggunakan istihsan itu,tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan
perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat
syara' secara keseluruhan". Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih
mementingkan maslahah juz'iyyah atau maslahah tertentu dibandingkan dengan dalil
kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa
istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat
dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut
qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu
ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu,
maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak
akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak
suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak
merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau
menghindarkan madharat.
7) Al-Maslahah al-Mursalah
Maslahah Mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik
secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka
maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan.
Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, sunnah atau ijma'.59
c. Imam Syafi’i
Imam syafi’i dilahirkan di Gazah pada bulan rajab tahun 150 H. (767 M.).
Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanafiyah. Imam
syafi’i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M.). Nama lengkap Imam syafi’i
adalah Abu Abdillah Muhammad Idris ibn Abbas ibn syafi’i ibn saib ibn ‘Ubaid ibn
Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay AL-
quraisiy.
Adapun aliran keagamaan Imam syafi’i, sama dengan imam mazhab lainnya
dari imam-imam mazhab keempat: Abu hanafiyah, malik bin anas dan ahmad ibn
hanbal adalah termasuk golongan ahli sunnah waljama’ah. Dalam bidang furu’ dan
terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran ahlu al- hadits dan aliran ahlu al- Ra’yi. Imam
syafi’i sebagai imam rihalah fi thalab al-figh.60 Beliau adalah murid Imam Malik
59Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 102.
60Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 120-123.
yang pandai. Mazhab Syafi’i barkembang di Mesir, Sirian, Pakistan, Saudi Arabia,
India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filifina, dan Indonesia.61
Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an,
Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam
kitabnya, al-Risalah, sebagai berikut:
ِ إ ٌمَ َ  َْوأ ِ  ٍء ْ َ  ِ  ا ً َ َ  َل ْ ُ َ  َْنأ ٍ َ  ِ  َ ْ َا ِ ِ ْ ا َو ِع َ ْ  ِ ْ اَو ِب َ ِ ْ ا ِ  ِ ْ َ ْ
Artinya:
“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini
haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab
suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.”62
Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya, sebagaimana
dikutip oleh Jaih Mubarok sebagai berikut:
َ ِ ْ َ  ٌس َ ِ َ  ْ ُ َ  ْ َ  ِْن َ ُ  َو ٌنآ ْ ُ  ُ ْ  َ ْ ا. ِ ْ ا َ  َو ِ ا ِل ْ ُ َر ْ ِ  ُ ْ ِ َ ْ ا َ َ ا اَذ
 َ َ ْ ُ ْ ا َ ُ َ  ُد َ ْ. ْ ِ َ ْ ا َو ِد َ ْ ُ ْ ا ِ ْ َ ْ ا َ ِ  ُ َ ْ َأ ُع َ ْ  ِ ْ اَوِ َ َ ْ ا َ َ َ ْ ا اَذ  ِِه ِ َ  َ َ  ُ
 َ  َْوأ اًد َ ْ ِ إ َ َ  َ َ  ُ ْ  ِد َ  َ ْ ا ِت َ َ َ َ  اَِذ و ِ ِ َ  َ  َْوأ ُه ُ ِ َ َ ْ ِ  َ َ ْ َأ َ ََ, َ ْ َ َو
 ِ َ ُ ْ ا ِ ْ ا ِ ِ َ ْ ُ  ا َ َ َ  ٍء ْ َ ِ  ُ ِ َ ْ ُ ْ ا َ ْ َ َو َ ِ  ٍ ْ َ  ُل َ ُ  َ َو ٍ ْ َأ َس َ ِ  َ َو.َ
َ ِ  ِع ْ َ ْ ِ  ُل َ ُ.  ٌ ُ  ِ ِ  ْ َ َ  َو َ اَِذ َ
Artinya:
“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika
tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila
sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah saw dan shahih sanadnya,
maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar
ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih
dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu
sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadis
Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-
Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan
terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada
61Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h .77.
62Imam Syafi’i, Ar-Risalah, Pengantar, Nurcholis Madjid, Penerjemah, Ahmadi Thoha,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 23.
cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada
pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”63
Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-
pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:
1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah
Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat.
Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau,
Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan
Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah
keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat
seperti Al-Qur'an. Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai
berikut:64
a) Perawinya terpercaya
b) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
c) Perawinya dhabith (kuat ingatannya).
d) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang
menyampaikan kepadanya.
e) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.
2) Ijma’
Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan
ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima
ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an
dan sunnah. Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu
masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma'
63Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam,Studi Tentang Qawal qadim dan qawi jadid, Cet. I
(Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2002), h.31-32.
64Huzaemah Tahido Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab, h .128.
kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan
ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil
hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma'
sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua
mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara
alasannya menolak ijma' sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua
mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.
3) Qiyas
Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat65 setelah Al-
Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum.
Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan
patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya
sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat
rumusan patokan kaidah, dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara
umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil
ijtihad yang benar dan mana yang keliru.66
d. Imam Ahmad Ibn Hanbal
Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Bagdad pada bulan Robiul Awal tahun
164 H./ 780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya Di Kota Marwin,
wilayah Khurasan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana imam Ahmad
Hanbal dilahirkannya. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal
ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al- Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah
Maimunnah binti Abd al-Malik ibn sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Baik dari
65Huzaemah Tahido Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab, h.129-131.
66Huzaemah Tahido Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 142-144.
pihak ayah, maupun pihak ibu, Imam Ahmad Hanbal berasal dari keturunan Bani
Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili disemenanjung Arabia.67 Mazhab Imam
ibn Hanbal lebih banyak menitikberatkan kepada hadis dalam berijtihad dan tidak
menggunakan ra’yu dalam berijtihad kecuali dalam darurat, yaitu ketika tidak
ditemukan dihadis, walaupun hadis dha’if yang tidak terlalu dha’if, hadis dha’if yang
diriwayatkan oleh pembohong. Mazhab ini berkembang di Saudi Arabia, Sirian dan
di beberapa negeri di bagian Afrika.68
Adapun metode istidlal Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum
adalah:
1) Nas dari al-Qur’an dan Sunnah yang Shahih
Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari al-Qur’an dan dari sunnah
Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
2) Fatwa para sahabat Nabi saw
Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur’an
maupun dari hadis shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi
yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.
Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan
diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur’an dan Sunnah. Apabila imam
Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka,
maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang
ia pandang lebih dekat kepada al-Qur’an dan Sunnah.
3) Hadis mursalah dan hadis dha’if
67Huzaemah Tahido Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 137.
68Huzaemah Tahido Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 77.
Apabila imam Ahmad tidak mendapat dari al-Qur’an dan Sunnah yang
shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau
hadis mursal dan hadis dha’if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal dibagi
dalam dua kelompok: hadis shahihah dan hadis dha’if.
4) Qiyas
Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapat nash, baik al-Qur’an dan
Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha’if dan mursal,
maka Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas.
Qiyas adalah dalil yang digunakan pada saat keadaan darurat.
5) Langkah terakhir adalah menggunakan sadd al-dzara’i, yaitu melakukan
tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.69
2. Pandangan Ulama Empat Mazhab tentang Kadar Sesusuan yang
mengharamkan Pernikahan
Menurut jumhur ulama, syarat susuan yang mengharamkan nikah ada enam
syarat, yaitu:70
a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah
mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
b. Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari
putting susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol dan
lain-lain.
69Djamil Fathhurrahman, Filsafat Hukum Islam (Jakarata: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
110-119.
70Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7283.
Menurut ulama Empat Mazhab, terjadinya radha’ah tidak harus melalui
penyedotan pada putting susu, namun pada isapan air susu kelambung bayi yang
dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai
jalan lewatnya ASI. Menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut,
sedangkan menurut Hanbali adalah sampai lambung dan pada perut atau otak besar.
c. Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (wajur)
karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung
(sa’ut) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut
seperti lambung, namun memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang
atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk
menimbulkan hukum mahram.
Ulama Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu
dialirkan melalui injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan
kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap
haram.
Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan ini tetap menimbulkan
hukum kemahraman seperti batalnya puasa karena persusuan.71
d. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak
bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan
lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan.
Apabila yang dominan adalah susu, maka mengharamkan nikah. Apabila yang
dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah.
71Ibnu Hammam, Syarh Fath al-Qadir, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995) h.
436, Burhanuddin, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi, Juz II (Beirut: Dar  al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1990), h. 235.
Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, susu yang dicampur dengan
cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap
mengharamkan nikah, termasuk apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain.
Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita
yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.72
Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin
Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi
anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena
dua susu yang dicampur masih sejenis.73
e. Menurut Empat Mazhab Fiqih dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan
pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang
menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa diatas dua tahun, maka tidak
mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah Al-
Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua
tahun.74
Maksudnya, selambat-lambatnya waktu menyapih adalah setelah anak
berumur dua tahun.
Dan sebuah riwayat hadis:
 ﱠﺮﻟا َﻦِﻣ ُم ِﺮُْﳛ َﻻ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ , ٍﺲﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ﻩاور) ِْﲔَﻟ ْﻮَﺣ ِﰱ َنﺎَﻛ ﺎَﻣ ﱠﻻ ِإ ِﺔَﻋ ﺎَﺿ
(ﻢﻠﺴﻣ
Artinya:
72Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7284-7285.
73Ibnu Hamman, Syarh Fath al-Qadir, h. 435.
74Abdul Azis Dahlan, Ensiklopodi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
2003), h. 1474.
“Dari Ibn ‘Abbas dari Rasulullah Saw, “tidak dinamakan menyusui kecuali
dalam usia dua tahun.”75
Akan tetapi, Daud az-Zahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah
dewasa tetap mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah:
 َأ ﱠﺐَﺣَا ﺎَﻣ ي ِﺬﱠﻟا ﻊﻔﻳﻷا ُمَﻼُﻐﻟا َﻚْﻴَﻠَﻋ ُﻞُﺧ ْﺪَﻳ ُﻪﱠﻧِإ َﺔَﺸِﺋﺎَﻌِﻟ َﺔَﻤَﻠَﺳ ﱡُمأ ْﺖَﻟَﺎﻗ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َلَﺎﻗ ﱠﻲَﻠَﻋ ُﻞُﺧ ْﺪَﻳ ْن
 َﻗ َﺔﻔﻳَﺬُﺣ ِﰊَأ ًَةَأﺮْﻣِإ ﱠنِإ ْﺖَﻟَﺎﻗ ٌة َﻮُْﺳأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر ِﰱ َﻚَﻟ ﺎﱠَﻣأ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َ  ْﺖَﻟﺎ
 ـْﻳَﺬُﺣ ِﰊَأ ﻲِﺴْﻔَـﻧ ﰱو ٌﻞَﺟَر َﻮُﻫَو ﱠﻲَﻠَﻋ ُﻞُﺧ ْﺪَﻳ ﺎﳌِﺎَﺳ نِإ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﱠﻞَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ , ٌءْﻲَﺷ ُﻪْﻨِﻣ َﺔَﻔ
(ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور) "َﻚْﻴَﻠَﻋ ُﻞُﺣ ْﺪَﻳ ﱠﱴَﺣ ﻪﻴﻌﺿرأ" َﻢﱠﻠَﺳ
Artinya:
“Ummi Salamah berkata pada Aisyah bahwa anak kecil yang masuk dalam
rumahmu yang tidak saya sukai ketika masukku berkata: “mungkin engkau
mendapat jawaban pada Rasulullah saw tentang masalahmu? Berkata:
sesungguhnya Istri Abi Huzayfah (Sahlah binti Suhail) berkata “Ya Rasulullah,
Salim masuk dalam rumahku dan dia adalah seorang laki-laki. Dan dalam diri
Abi Huzayfah darinya terdapat sesuatu. Rasulullah menjawab, “susukan dia,
sehingga ia dapat masuk dalam rumahmu.”76
Menurut jumhur ulama, radha’ah hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak.
Jumhur ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan nukhsah (keringanan
hukum) baginya.77
f. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanabali, penyusuan harus dilakukan dengan lima
kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan
menurut ada istiadatnya (‘urf), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan
karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi radha’ah hal itu
didasarkan pada urf. Adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu
75Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, Kitab as-Sunan as-Sagir, Juz II (Beirut: Dar al-
Fikr, 1993), h. 138, al-Hafiz ‘Ali Ibn ‘Umar ad-Daruqutniy, Sunan ad-Daruqutni, Juz III (Beirut: Dar
al-Fikr, th), h. 103.
76Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Tarjamah Shahih Muslim, Juz II,
KH. Abid Bisri Musthofa (Semarang: As-Syifa’, 1993), h. 29.
77Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail al-Authar, h. 241.
walau hanya sekedar istirahat, berhafas, bermain-main atau berpindah-pindah
pada putting satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain,
kemudian dia kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan
radha’ah, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja. Apabila
penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan, maka tidak ada hukum mahram.
Apabila ada keraguan (syak) dalam hitungannya, maka harus dibangun adanya
keyakinan dalam persusuan tersebut karena hal itu pada asalnya adalah tidak
adanya persususan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan
lebih diutamakan, karena syak merupakan hal yang samar. Hal ini didasarkan
pada tiga dalil, yaitu:
Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah:
 ُﻦَﺨْﺴُﻧ ﱠُﰒ ﻦﻣ ﺮﳛ ٍتﺎَﻣ ْﻮُﻠْﻌَﻣ ٍتﺎَﻌَﺿ َر َﺮَﺸَﻋ ِنآ ْﺮُﻘﻟا َﻦِﻣ َلَﺰْـَﻧأ ﺎَﻤْﻴِﻓ َنﺎَﻛ ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺎ ﱠ َأ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ِﺲْﻤَِﲞ
 ِنآ ْﺮُﻘﻟا َﻦِﻣ ُأَﺮْﻘَـﻳ ﺎَﻤْﻴِﻓ ﱠﻦُﻫَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلﻮُﺳر َ ِّﰲ ُﻮُـﺘَـﻓ ٍتﺎَﻣ ْﻮُﻠْﻌَﻣ
Artinya:
“Dari Aisyah ra, Sesungguhnya dia berkata: “Ayat al-Qur’an pernah turun
dalam mengharamkan wanita tempat menyusu jika susuan (mencapai) sepuluh
kali susuan, kemudian dinaskh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat
dan hukum lima kali susuan itu masih dibaca dalam al-Qur’an”78
Hadis tersebut menjelaskan tentang susuan yang dinasakh dari sepuluh kali
susuan menjadi lima kali susuan, dan hukum lima kali susuan ini berlaku semenjak
wafatnya Rasulullah sampai sekarang.
‘Illat yang terkandung dalam kemahraman adalah syubhat juz’iyyah, yaitu
yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu
tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak
78Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Tarjamah Shahih Muslim, h. 25.
mengharamkan, yang mengaharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadis,
yaitu lima kali susuan.
Hadis lain dari ‘Aisyah:
 ْﻦَﻋﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنِإ ُْﲑَﻫ ُزَو ُﺪْﻳ َﻮُﺳ َلَﺎﻗَو) َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ
نﺎﺘﺼﳌاو ﺔﺼﳌا ُِمّﺮَُﲢ َﻻ (َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو
Artinya:
“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda dan Suwaid dan Zuhair:
Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:“Tidaklah menimbulkan
kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan.”79
Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit
tetap dihukumi mahram meskipun satu kali isapan. Berdasarkan pada tiga dalil
dibawah ini:80
1. Keummumah firman Allah swt:
 ۡ َ ِ ّ ُ ٰ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ ُ َ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُأ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٰ َ َو َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُت َ ِخَ ۡ ٱ ُت َ َ َو ۡ ُ ۡ ٱ ِ
 ُ ُ ُ ٰ َ ُأَو ٓ ِ ٰ ٱ َ ِ ّ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ َ ۡ َ َأ ِ َ ٰ َ ٱُأَو ُ ٰ َ ۡ ُ ِ ٓ َ ِ َو ُ ُ ُ ِ َ َر ٰ ٱ ُ  ِ  ُِ ِر ُ
 ُ ُ ِ ٓ َ ِ ّ ِ ّ ِ ٰ ٱ ۡ َ َد ْ ا ُ ُ َ  ۡ  ِن َ ِ ِ ُ ۡ َ َد ِ ُِ َ َ َ  َح َ ُ َ ۡ َ  ُ ِ َ َ َو ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ِ ٓ
 َ ِ ٱ َ ۡ َ  ْا ُ َ ۡ َ  َنأَو ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َأ ۡ ِ ِ ۡ َ ۡ ُ ۡ ٱِإ َ َ َ َ  ۡ ِإ ۗ َن َ ٱٗ ِ ر ٗر ُ َ  َن َ٢٣
terjemahnya:
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
79Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Tarjamah Shahih Muslim, h. 25.
80Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7279.
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang81
Firman ini menjelaskan bahwa, jika seorang anak laki-laki maupun
perempuan yang menyusu pada ibu susuan yang sama, maka laki-laki dan
perempuan tersebut otomatis akan menjadi saudara karena sepersusuan.
Bagaimanapun cara dan banyaknya terjadi persusuan tersebut tetap menimbulkan
hukum mahram.
2. Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu ‘Abbas, dan ‘Aisyah yang menyatakan bahwa,
 ْﺮُﻋ ْﻦَﻋ ٍرﺎَﺴَﻳ ِﻦْﺑ َنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ْﻦَﻋ ٍرﺎَﻨﻳ ِد ِﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦَﻋ َﺔَﻤَﻠْﺴَﻣ ُﻦْﺑ ِﷲ ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ْﻦَﻋ َةَو
 ُﺮَْﳛ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِجْوَز َﺔَﺸﺋﺎَﻋ ُم ُﺮَْﳛ ﺎَﻣ ِﺔَﻋ ﺎَﺿ ﱠﺮَﻟا ْﻦِﻣ ُم
     ِةَدَِﻻﻮْﻟا ْﻦِﻣ
Artinya:
“sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan
sebab nasab.”
Hadis tersebut mengandung hukum mahram tanpa menentukan persusuan dan
didukung pula dengan hadis lain dari para sahabat, yaitu riwayat dari ‘Ali, Ibnu
Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas. Mereka berkata,
3. Bahwa persusuan merupakan perbuatan yang mengandung hukum mahram,
maka baik sedikit atau banyak sama saja karena maksud dari asy-Syari’ adalah
menggantung hukum dan hakikat secara terlepas dari syarat berulang-ulang dan
banyaknya. Apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itupun datang.
Pendapat ini banyak dipakai di Negara Mesir dan Libya, sedangkan pendapat
pertama banyak dipakai di Negara Suriah karena merupakan pendapat yang kuat dan
mengandung unsur kemudahan dan keluasan bagi manusia.82
81Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.
82Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu, h. 7189-7190.
Sedangkan menurut Daud Az-Zahiri, kadar susuan yang mengharamkan
nikah itu minimal tiga kali isapan dan jika kurang dari itu, tidak haram bagi lelaki
tempat ia menyusu.
Menurut Daud Az-Zahari, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh
ayat al-Qur’an di atas dibatasi oleh hadis ini. Dengan demikian, ibu susuan dan
seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya haram dikawini apabila
susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan atau isapan tiga kali ke atas.83 Begitu juga
menurut Saur Abu Daud dan Daud Ibnu Muzakkir, yaitu sedikitnya tiga kali susuan
yang mengenyangkan.84
83Ibnu Qayyim, Jami’ al-Fiqh, Juz VI (Kuwait: Dar al-Wafa’, 2005), h. 193-194.
84Ibnu Qayyim, Zad al-Ma’ad, Juz V (Kuwait: al-Mannar al-Islamiyyah, 1992), h. 571.
BAB III
OPERASIONAL BANK ASI DAN STATUS KEMAHRAMAN PENERIMA
DAN PENDONOR BANK ASI
A. Bank ASI
1. Sejarah Bank ASI
Ide-ide Bank ASI muncul di eropa semenjak kurang lebih 50 tahun yang lalu
setelah muncul bank darah, yang mana bank tersebut mengumpulkan susu para ibu
dengan cara membelinya, kemudian meyimpannya dan menjualnya, ataupun
mengeringkan dan mengalengkannya sehingga bisa dijual kepada para konsumen
yang memerlukannya. Sebagai ganti untuk si bayi yang menyusui dari susu ibunya
atau para baby sister. Sejak saat itu, berpindahlah ide-ide semacam ini ke negara-
negara Islam dan bahkan sebagian orang Islam menyeru kepada hal tersebut sebagai
suatu taklid terhadap apa yang terjadi di Eropa.85
Istilah Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan
ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki
ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan
selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh
pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.86
Bank ASI mengalami perkembangan diwilayah Amerika Utara, yaitu
Amerika Serikat, Meksiko, dan  Kanada pada pertangan 1985 dengan berdirinya The
Human Milk Banking Associaton of North America (HMBANA). Asosiasi tersebut
dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan,
85Lajnah Min Asatizhi Qismi al-Fiqh al-Maqarin, Qadhaya Fiqhiyyah Mu’asharah, Juz I (tp,
2006), h. 233.
86FDA Working Group. “Backgrounder on Banked Human Milk.” Dalam
www.fda.govdownloadsAdvisoryCommitteesCommitteesMeetingMaterialsPediatricAdvisoryC
ommitteeUCM235642.pdf diunduh tanggal 22 Juli 2014.
dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko.
Asosiasi merupakan kelompok penyedian layanan kesehatan yang berisifat
multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor Bank ASI
dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi
tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.87
Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara.
Bank ASI yang awalnya muncul di Wina, Austria pada tahun 1909 dan kemudian
merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah
berkembang di berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI
berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI
tersebut juga merambah ke negara-negara berpenduduk muslim, meskipun praktek
pemberian susu oleh perempuan bukan ibu telah berjalan sejak lama di beberapa
negara, termasuk di Kuwait. Namun pelaksanaan bank ASI di negara berpenduduk
muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian
ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank yang
digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI
tersebut.88
Di Indonesia sendiri, donor ASI mulai familiar terdengar pada awal tahun
2008, namun sebenarnya donor ASI sudah mulai dikenal tahun 2007. Belum
diketahui ada tidaknya Bank ASI di Indonesia yang bisa memberikan donor. Untuk
itu, donor ASI di Indonesia memerlukan proses yang cukup rumit karena disebabkan
87Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, “The Increasing Importance of Human
Milk Banks. ”E-Journal of Neonatology Research. Sebagaimana dimuat
dalam.httpwww.neonatologyresearch.comwpcontentuploads201109Human-Milk-Banking2.pdf.
diunduh tanggal 22 Juli 2014, h. 120.
88Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. “Human Milk Banks: The
Benefits and Issues in an Islamic Setting.”Eastern Journal of Medicine 15 (2010), h. 163-167.
dengan banyak faktor, seperti keluarga, tradisi, juga agama. Banyak proses yang
harus dilalui jika akan memperoleh donor ASI maupun akan mendonorkan ASI-nya.
Pada tahun 2007, timbullah suatu inisiatif dari Mia Sutanto, salah seorang
warga Negara Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI Ekslusif yang diberikan
kepada para bayi. Dia mendirikan sebuah lembaga yang hampir sama dengan Bank
ASI, tetapi lembaga itu sendiri tidak berfungsi sebagai bank ASI, lembaga ini
berfungsi sebagai “Mak Comblang” saja, atau yang menjembatani antara pendonor
ASI dan penerima ASI donor ASI. Lembaga yang diketuai oleh Mia Sutanto ini
didirikan 21 April 2007 memulai kiprahnya dari milis “ASI For Baby”. Milis ini
ditujukan kepada para calon ibu dan ayah yang peduli dan pemerhati ASI, sehingga
antara pendonor ASI dan penerima donor ASI masih terdapat unsur kekeluargaan,
saling kenal, dan saling percaya. Kendati demikian, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui
Indonesia) tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor
ASI.89
2. Prosedur Pendonoran dan Pengambilan Susu di Bank ASI
Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti
bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami
perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur
penanganan donor ASI. Prosedur yang dibuat oleh HMBANA antara lain untuk
menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Langkah-
langkah tersebut adalah:
a. Identifikasi dan screening donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah.
89Mia Sutanto, Aimi mak comblang asi ekslusif, di akses pada tanggal 22 juli 2014 dari
http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-ekslusif.
b. Susu hibah dikirimkan kepada bank ASI dalam kondisi membeku.
c. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan susu dari donor lainnya.
d. Susu disterilkan pada suhu suhu 62,5o celcius selama 30 menit.
e. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil strelisasi.
f. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa.
g. Susu yang steril dibekukan pada suhu 20o celcius.
h. Susu disalurkan dengan resep dokter. Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya
proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.90
Praktek screening dan tes darah rutin bagi pedonor juga dipraktekkan di
Norwegia. Pedonor setiap tiga bulan dites dari kemungkinan terjangkit virus HIV,
Hepatitis B dan C, CMV, dan virus leukimia (HTLV) 1 dan 2. Bank ASI harus
memiliki sistem untuk melacak arus donor susu dari pedonor kepada penerima,
namun Bank ASI merahasiakan identitas pedonor dan penerima.91
Tentunya dengan prosedur seperti diatas, Bank ASI akan mendapat hambatan.
Untuk mengatasinya, diperlukan beberapa tindakan dalam prosedur pendonoran dan
pengambilan susu di Bank ASI untuk Negara-negara muslim:92
1. Sebaiknya hanya satu donor untuk satu anak.
2. Seharusnya tidak ada pencampuran susu pendonor.
3. Semua susu donor harus diberi label yang memungkinkan teridentifikasinya
pendonor.
90Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, “The Increasing Importance of Human
Milk Banks.”.
91Anne Hagen Grøvslien and Morten Grønn.“Donor Milk Banking and Breastfeeding in
Norway.”Journal of Human Lactation. J. Hum Lact. 25(2), 2009. h. 208. Sebagaimana diunduh dari
httpwww.eatsonfeets.orgdocsDonor_Milk_Banking_and_Breastfeeding_in_Norway.pdfpadatanggal
22 Juli 2014.
92Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans.“Human Milk
Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting.”h. 166.
4. Adanya pengungkapan identitas pendonor kepada pihak penerima dan
keluarganya. Kedua pihak harus menyetujui pengunggakapan tersebut.
5. Nama, alamat, nomor kartu identitas pendonor sebaiknya dimasukkan pada
akte kelahiran anak penerima donor.
6. Di bentuknya program yang menguntungkan bayi premature, dimana setiap
ibu harus dibuat agar bertanggung jawab untuk dapat memproduksi susu
mereka sendiri sesegera mungkin agar jumlah pendonor dapat dibatasi.
7. Penerima donor ASI hanya untuk anak yang ibunya mengalami
kontraindikasi medis untuk menyusui atau anak dengan ibu yang meninggal.
8. Jika beberapa ibu pendonor hanya memiliki anak-anak dari satu jenis
kelamin, maka susu bisa disediakan untuk pihak penerima dari jenis kelamin
yang sama.
B. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI
1. Pengertian Kemahraman
Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia,
diartikan sebagai orang-orang yang haram melakukan pernikahan, dalam fiqih dibagi
menjadi dua, yakni; mahram mua’bbad dan ghairu mu’abbad.
a. Mahram Mu’abbad
Mahram mu’abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan
untuk selamanya.93 Ada tiga kelompok mahram mu’abbad menurut fiqih, yaitu
karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan
hubungan persusuan.94
93Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan, (Jakarta:Kencana), h. 110.
94Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz, Fatkhul Mu’in Bisyarhil Qurratal ‘Ain, Dar Ihya’i al- Kutub
al-‘Arabiyah, (Indonesia, tt), h. 100-101.
b. Haram karena hubungan nasab/kekerabatan
Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang lakilaki karena ada
hubungan kekerabatan:
1) Ibu
2) Anak perempuan
3) Saudara perempuan
4) Saudara perempuan ibu
5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
6) Anak perempuan dari saudara perempuan
Mengenai keharaman pernikahan karena ada hubungan nasab semua ulama
mazhab sepakat.95 Haramnya perempuan-perempuan yang disebut diatas untuk
dinikahi oleh seorang laki-laki ditegaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23
sebagai berikut:
 ۡ َ ِ ّ ُ ٰ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ َ َ أَو ۡ ُ ُ َ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُأ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ ٰ َ َو ۡ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُت َ َ ِخَ ۡ ٱ ُت َ َ َو
 ِ ۡ ُ ۡ ٱ ُ ُ ُ ٰ َ ُأَو ٓ ِ ٰ ٱ َ ِ ّ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ َ ۡ َ َأٱ ٰ َ ِ َ َو َ ِ  ُ ٰ َ ُأ ُ ُ ُ ِ َ َرَو ۡ ُ ِ ٓ ٰ ٱ ِ  ِ
 ُ ُ ِ ٓ َ ِ ّ ِ ّ ُ ِر ُ ُ ِ ٰ ٱُ َ  ۡ  ِن َ ِ ِ ُ ۡ َ َد ْ ا ُ َد ُ ۡ َ َ َ ِ َِ َ َو ۡ ُ ۡ َ َ  َح َ ُ ُ ِ
 ُ ُ ِ ٓ َ ۡ َ َ ِ ٱ َ ۡ َ  ْا ُ َ ۡ َ  َنأَو ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َأ ۡ ِ ۡ ُ ۡ ٱ ِ ۡ َِ إ َ َ  ۡ َ َ ِإ ۗ َن َ ٱُ َ  َن َٗ ِ ر ٗر٢٣
Terjemahnya:
“Diharamkan atasmu ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-
saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-
anak saudara-saudara perempuanmu”96
Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa penyebutan perempuan-perempuan
yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam bentuk jama’ sehingga diambil
pengertian dengan mengembangkan secara vertikal dan horizontal.97
95Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 61.
96Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81.
Berikut ini perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena hubungan
kekerabatan selengkapnya.
1. Ibu, ibunya Ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari
anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
3. Saudara, baik kandung, seayah maupun seibu
4. Saudara perempuan ayah, baik yang hubungannya dengan ayah sekandung,
seibu, atau seayah; saudara kakek sekandung, seayah maupun seibu terus
dalam garis lurus ke atas
5. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya degan ibu sekandung, seibu
maupun seayah; saudara nenek sekandung, seibu maupun seayah dan
seterusnya dalam garis lurus ke atas
6. Anak dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara
kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
7. Anak dari saudara perempuan, kandung, seibu maupun seayah; cucu saudara
kandung, seibu maupun seayah dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
c. Haram karena hubungan perkawinan
Perempuan-perempuan yang haram bagi laki-laki untuk selamanya karena
ada perkawinan antara lain adalah:
1. Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah
2. Menantu
3. Mertua
97Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang
Perkawinan, h. 112.
4. Anak dari istri yang telah digauli
Dasar hukum tentang keharaman diatas adalah al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat
22 dan 23 sebagai berikut:
 َ ِ ّ ُ ُٓؤ َ اَء َ َ َ َ  ْا ُ ِ َ  َ َو ۡ َ َ ِ إ ِٓء َ ِ ّ ٱ َ ۚ َ َِ إ ُۥ ِ ٰ َ  َن َ ٗ َ ۡ َ َو ٗ َٓء َ َو ً ِ َ٢٢
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi
oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu…”98
 ۡ َ ِ ّ ُ ٰ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ ُ َ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُأ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٰ َ َو َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُت َ ِخَ ۡ ٱ ُت َ َ َو ۡ ُ ۡ ٱ ِ
 ُ ُ ُ ٰ َ ُأَو ٓ ِ ٰ ٱ َ ِ ّ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ َ ۡ َ َأ ِ َ ٰ َ ٱُأَو ُ ٰ َ ۡ ُ ِ ٓ َ ِ َو ُ ُ ُ ِ َ َر ٰ ٱ ِ  ِ ُُ ِر ُ
 ُ ُ ِ ٓ َ ِ ّ ِ ّ ِ ٰ ٱ ۡ َ َد ْ ا ُ ُ َ  ۡ  ِن َ ِ ِ ُ ۡ َ َد ِ ُِ َ َ  َح َ ُ  َ َ ۡ َ  ُ ِ َ َ َو ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ِ ٓ
 َ ِ ٱ َ ۡ َ  ْا ُ َ ۡ َ  َنأَو ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َأ ۡ ِ ِ ۡ َ ۡ ُ ۡ ٱِإ َ َ َ َ  ۡ ِإ ۗ َن َ ٱٗ ِ ر ٗر ُ َ  َن َ٢٣
Terjemahnya:
“…dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istrimu dan anak-anak tirimu yang
berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum
menggaulinya, tidak apa-apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini
istri dari anak-anakmu…”99
Mazhab Syi’ah dan empat ulama mazhab Sunni; Hanafi, Maliki, Syafi’i dan
Hanbali sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita di atas, baik yang
dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.100
d. Haram karena hubungan sesusuan
Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu yang
diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan
tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena
kehamilan dari hubungannya dengan suaminya, maka anak yang menyusu kepadanya
juga terhubung dengan suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah
98Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81.
99Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81.
100Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-
Khamsah, (Jakarta:Kencana, 2001), h. 326-328.
kandungnya.Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku
sebagaimana hubungan nasab.101
Dasar dari keharaman menikahi saudara sesusuan adalah al-Qur’an surat an-
Nisa’ ayat 23 yang berbunyi:
 ۡ َ ِ ّ ُ ٰ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ ُ َ َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُأ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٰ َ َو َ َو ۡ ُ ُ ٰ َ ُت َ ِخَ ۡ ٱ ُت َ َ َو ۡ ُ ۡ ٱ ِ
 ُ ُ ُ ٰ َ ُأَو ٓ ِ ٰ ٱ ٰ َ َ َأَو ۡ ُ َ ۡ َ َأ َ ِ ّ ُ ُ ِ َ ٰ َ ٱُأَو ُ ٰ َ ۡ ُ ِ ٓ َ ِ َو ُ ُ ُ ِ َ َر ٰ ٱ ُ  ِ  ُِ ِر ُ
 ُ ُ ِ ٓ َ ِ ّ ِ ّ ِ ٰ ٱ ۡ َ َد ْ ا ُ ُ َ  ۡ  ِن َ ِ ِ ُ ۡ َ َد ِ ُِ َ َ  َح َ ُ  َ َ ۡ َ  ُ ِ َ َ َو ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ِ ٓ
 َ ِ ٱ َ ۡ َ  ْا ُ َ ۡ َ  َنأَو ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َأ ۡ ِ ِ ۡ َ ۡ ُ ۡ ٱِإ َ َ َ َ  ۡ ِإ ۗ َن َ ٱٗ ِ ر ٗر ُ َ  َن َ٢٣
Terjemahnya:
“ …dan ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan dari susuanmu…”102
Semua ulama sepakat mengenai keharaman menikahi seseorang yang
memiliki hubungan sesususan, tetapi berbeda pendapat dalam menentukan terjadinya
hubungan sesusuan.
Ulama Syi’ah berpendapat bahwa air susu yang diberikan harus berasal dari
wanita yang hamil dari perkawinan sah, sedangkan Hanafi, Maliki dan Syafi’i
berpendapat bahwa air susu itu boleh berasal dari gadis atau janda, menikah atau
belum.103
Jumhur ulama berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi jika bayi
yang menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun, hal ini berdasarkan hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam al-Muwata’.104
 ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِّﻲِْﻠﻳ ﱠﺪﻟا ِﺪْﻳَز ﻦْﺑ ِرْﻮﺛ ْﻦَﻋ ,ﻚِﻟ ﺎَﻣ ْﻦَﻋ ِﲎَﺛ ﱠﺪَﺣ ْﻮَﳊْا ِﰱ َنﺎَﻛﺎَﻣ : ُل ْﻮُﻘَـﻳ َنﺎَﻛ ُﻪﱠﻧأ ,سﺎﱠﺒَﻋ ﻦْﺑ
 ُم ِﺮَُﳛ َﻮُﻬﻓ ًةَﺪِﺣاَو َﺔﱠﺼَﻣ َنﺎَﻛ ْنإ َو ْﲔَﻟ
101Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan, h. 115-116. Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 61.
102Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81.
103Muhammad Jawad Mughiyah,Fiqih Lima Mazhab, h. 340-341.
104Imam Malik bin Anas, Kitab Al-Muwatta’, (Beirut:Dar al-fikr,  1989), h. 387, hadis no.
1280.
Artinya:
“Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Tsaur bin Zaid ad-Dili, dari
Abdullah bin Abbas, penyusuan anak yang masih dibawah umur dua tahun
adalah mengharamkan walaupun hanya satu isapan” (H.R.Malik bin Anas).105
Dalam hal kadar susuan Imam Malik berpendapat bahwa hubungan susuan
dapat terjadi tanpa melihat berapa banyak si bayi menyusu, asal jelas sudah menyusu
maka timbullah hubungan susuan. Jumhur ‘Ulama’ berpendapat bahwa hubungan
susuan terjadi jika si bayi menyusu paling sedikit lima susuan, berdasarkan pada
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah berikut ini:106
 ﱠﺪَﺣﺎََﻨﺛ ًة َﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ِﺮْﻜَﺑ ﰉأ ﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِﻚِﻟﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ُتْا َﺮَـﻗ : َلَﺎﻗ َﻲَْﳛ ُﻦْﺑ َﻲَْﳛ َﺎ ﱠ أ ﺔَﺸِﺋ ﺎَﻋ ْﻦَﻋ
 َﻮَﺜﻓ تﺎَﻣ ْﻮﻠْﻌَﻣ ﺲْﻤَﲞ ْﺖَﺨِﺴَﻧ َﰒ َﻦْﻣ ِﺮُْﳛ ِتﺎَﻣ ْﻮﻠْﻌَﻣ ِتﺎَﻌَﺿ ر َﺮَﺸَﻋ َنأ ْﺮُﻘْﻟا َﻦِﻣ َلَﺰْـﻧأﺎَﻤْﻴِﻓ َنﺎَﻛ ْﺖَﻟﺎﻗ
نأ ْﺮﻘْﻟا ﻦﻣأ ﺮﻘﻳﺎﻤﻴﻓ ﻮﻫ و ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِﷲ َل ْﻮُﺳ َر ﰱ
Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata: aku mendapatkan
dari Malik, dari Ubaidillah bin Abi Bakar, dari ‘Amrah, dari Aisyah,
sesungguhnya ia berkata : pada waktu turunnya al-Qur’an batas susuan adalah
sepuluh kali yang tertentu, kemudian di nasakhkan dengan lima kali, kemudian
Nabi SAW wafat jumlah tersebut adalah sepeti apa yang terbaca dalam al-
Qur’an” (H.R.Muslim)107
Berkaitan dengan kemurnian air susu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
susu yang telah bercampur dengan zat lain tidak dapat menimbulkan hubungan
susuan. Imam Syafi’i dan sebagian pengikut madzhab malik berpendapat bahwa
hubungan susuan tetap terjadi meski susu tidak murni selama tidak menghilangkan
sifat dan bentuk air susu tersebut.108
105Imam Malik bin Anas, Al-Muwata’ Imam Malik, terj. Al-muwata’ lil Imam Malik,
(Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), h. 857, hadis no. 1259.
106Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, Terjemah Shahih Muslim,, h.167.
107KH. Adib Bisri Musthafa, Shahih Muslim, terj. Shahih Muslim, (Semarang:CV. Asy-Syifa,
1993), h. 843, hadis no. 24.
108Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan, h. 118-119. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 343.
1) Mahram Ghairu Mu’abbad
Mahram ghairu mu’abbad adalah orang-orang yang haram melakukan
pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak
ada maka larangan itu tidak berlaku lagi.109
Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu’abbad
antara lain adalah:
a) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa
Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut
adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa.
Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut:
Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan
kedua perempuan tersebut menjadi batal.Jika pernikahan dilakukan secara berurutan
maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal.110
Bersaudara yang dimaksud dalam al-Qur’an surat an Nisa’ ayat 23 diatas
adalah seorang wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah atau
ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya.111Akan tetapi
mengenai dua orang yang berhubungan sebagai bibi dan keponakan para ulama
berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya haram
mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya maupun dari
ibunya.Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menegaskan keharaman
mengumpulkan istri dengan bibinya.
109Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, h. 124.
110Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan,h. 124-125.
111Sayid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah jilid II, (Beirut:Dar al-Fikr, 1992), h. 131-132.
 َﺮُﻫ ِﰉَأ ْﻦَﻋ ِج َﺮْﻋَﻷا ِﻦَﻋ َِد ِﺰﻟا ِﰉَأ ْﻦﻋ ُﻚِﻟﺎَﻣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِِّﱯَﻨَﻌَﻘﻟا َﺔَﻤَﻠْﺴَﻣ ِﻦﺑ ِﷲ ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ََةﺮْـﻳ
 َﻻ َو ﺎَﻬِﺘ ﱠﻤَﻋَو ِةأ َْﺮﳌا َْﲔَﺑ ُﻊَﻤَْﳚ َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُل ْﻮُﺳَرﺎَﻬَِﺘﻟﺎَﺧ َو ِة َأ َْﺮﳌا َْﲔَﺑ
Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Maslamah al-Qa’naby,
menceritakan kepadaku Malik dari Abi az-Zinadi dari al-A’raj, dari Abi
Hurairah ia berkata: asulullah bersabda: dilarang mengumpulkan antara
seorang perempuan dengan bibi dari ayah dan bibi dari
ibunya"(H.R.Muslim)112
Ulama Syi’ah menetapkan hukum makruh mengumpulkan seorang
perempuan dengan bibinya, dan demi kebaikan bersama ditentukan bahwa jika yang
dinikahi pertama adalah kemenakan maka tidak perlu izin untuk menikahi bibi tetapi
sebaliknya jika yang dinikahi lebih dulu adalah bibi, maka harus minta izinnya untuk
menikahi kemenakan.113
Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi
saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak raj’i sampai masa
iddahnya berakhir, adapun jika talaknya adalah talak ba’in para ulama berbeda
pendapat.
Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa selama istri sedang dalam masa
iddah maka haram hukumnya laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut baik
talaknya berupa talak raj’i maupun talak ba’in.Ulama Syi’ah, Maliki dan Syafi’i
berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri yang telah
ditalaknya jika talak yang jatuh adalah talak ba’in baik sebelum masa iddah istri
berakhir ataupun belum.114
b) Larangan poligami di luar batas
112Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, Terjemah Shahih Muslim, h.135.KH. Adib Bisri
Musthafa,Shahih Muslim, h. 762, hadis no. 33.
113Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan, h. 125.
114 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 479.
Batas poligami dalam Islam adalah empat orang, maka seorang laki-laki yang
telah memiliki istri empat tidak boleh menikah dengan perempuan kelima, kecuali
sudah menceraikan istrinya dengan talak ba’in.Batasan poligami ini terdapat pada al-
Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3.
c) Larangan karena adanya ikatan perkawinan
Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih
bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan ini ditegaskan
dalam al-Qur’an surat an- Nisa’ ayat 24.
d) Larangan karena sedang dalam masa iddah
Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.Masa ini disebut iddah.Bagi perempuan
yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci, yang tidak haid tiga
bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari
sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan.
Hal ini berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228, at-Ţalaq ayat 4.115
e) Larangan karena talak tiga
Seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya haram bagi
bekas suaminya tersebut sebelum ada penyela/muhallil.Dalam hal ini semua ulama
mazhab sepakat dan mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur’an surat al-Baqarah
ayat 230.116
f) Larangan karena ihram
115Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 464. Amir Syarifudin, Hukum
Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan, h. 304-305.
116Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 453.
Mazhab Malik, Syafi’i, Imam al-Auza’i dan Imam Ahmad melarang seorang
laki-laki menikahi perempuan yang sedang ihram berdasarkan hadis dari Usman
yang diriwayatkan oleh Muslim.
 ﱠﺪَﺣ ََرا ِﷲ ِﺪْﻴَـﺒُﻋ ﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠنأ ٍﺐْﻫَو ﻦْﺑ ِﻪْﻴَـﺒُـﻧ ْﻦَﻋ ﻊِﻓ َ  ْﻦَﻋ ِﻚِﻟﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ُتأ َﺮﻗ :َلَﺎﻗ َﻲَْﳛ ُﻦْﺑ َﻲَْﳛ ﺎَﻨَـﺛ َدا ْﻦﻫ
 َا َﻮُﻫَو َﻚِﻟ ذ ُﺮُﻀَْﳜ َنﺎَﻤْﺜُﻋ ﻦْﺑ َن َ ِإ َﱃإ َﻞَﺳْر ََﺎﻓ ٍرْﲑﻘﺒُﺟ ﻦْﺑ َﺔَﺒ ْـﻴَﺷ َﺖْﻨﺑ َﺮَﻤُﻋ َﻦْﺑ ﺔﺘَﺤُْﻠﻃ َج ِّو َﺰﻳ ِّﺞَْﳊا ُْﲑِﻣ
 ْﻟا ُﺢِﻜْﻨَـﻳ ﻻ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠﻋ ِﷲ َلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :ُلْﻮُﻘَـﻳ َنﺎﱠﻔَﻋ َﻦْﺑ َنﺎَﻤْﺜُﻋ ُﺖْﻌ َِﲰ ٌﻦََﺑا َلﺎﻘﻓ ُﺐُﻄَْﳜَﻻ َو ُم ِﺮْﺤُﻤ
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata: Kudapatkan
dari Malik dari Nafi’ dari Nubaih bin Wahab dari Umar bin Abdullah ketika
Thalhah bin Umar ingin menikahi anak perempuan Syaibah bin Jabir, maka
telah mengirimkan kabar kepada Aban bin Usman yang hadir ketika itu dan dia
adalah pemimpin Jama’ah Haji, Aban Berkata aku mendengar usman bin Affan
berkata Rasulullah SAW. Bersabda orang yng sedang ihram tidak boleh
menikah, dinikahkan atau melamar ”(H.R. Muslim).117
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang perempuan yang sedang ihram
boleh menikah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas.
ا ﻦَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر سﺎﱠﺒَﻋ ﻦْﺑ (ﻮُﻫَو) َﺔﻧ ْﻮُﻤْﻴَﻣ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲ ﻰَﻠَﺻ ِﷲ َلْﻮُﺳ ر ﷲ َلْﻮُﺳَر َجﱠو َﺰَـﺗ َلَﺎﻗ ُﻪﱠﻧِإ ﻪﻨَﻋ
 ٌم ِﺮُﳏ
Artinya:
“Bahwasanya Nabi SAW mengawini Maimunah yang saat itu sedang ihram”
(H.R.Muslim)118
g) Larangan menikahi pezina
Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina sampai ia
117Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj,Terjemah Shahih Muslim, h. 137.KH. Adib Bisri
Musthafa, Shahih Muslim, terj. Shahih Muslim, h. 765, hadis no. 41.
118Imam Abi Husain Muslim al-Hijaj, Terjemah Shahih Muslim, h. 137.Zaki al-Din
Abd.Azhim al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, terj.Mukhtashar Shahih Muslim, (Jakarta:Mizan,
2002), h.438, hadis no. 815.
berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat
3.119
h) Larangan karena beda agama
Semua ‘Ulama’ mazhab sepakat mengenai keharaman seorang perempuan
muslim menikah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi mereka berbeda pendapat
dalam hal hukum seorang lai-laki muslim menikahi perempuan non muslim.
Berdasarkan al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 5, empat mazhab Sunni sepakat bahwa
perempuan ahli kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim
sedangkan Syi’ah melarang hal itu.120
Konsep kemahraman juga terdapat dalam perundang-undangan di Negara
kita. Perundang-undangan yang dimaksud adalah hukum tertulis yang masih
diberlakukan hingga saat penelitian dilakukan.
1. Undang-undang No. I Tahun 1974
Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan pada
tanggal 02 januari 1974 dan masuk dalam Lembar Negara dengan No. I Tahun
1974.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, UUP No.I Tahun
1974 diberlakukan, dan dapat berlaku secara efektif sejak 01 Oktober 1975.121
Ketentuan UUP No. I Tahun 1974 pasal I ayat I menyebutkan bahwa
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-
masing” Dengan demikian orang Islam harus menggunakan tata cara menurut
hukum Islam ketika melakukan pernikahan. Meskipun demikian beberapa
119Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang
Perkawinan, h. 129-130.
120Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 336.  Amir Syarifudin, Hukum
Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan, h. 133.
121A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.
ketentuan perkawinan tetap dimuat dalam undang-undang tersebut, diantaranya
adalah masalah mahram.
Masalah mahram dibahas dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 UUP No.I Tahun 1974
dengan istilah larangan perkawinan.
2. Pasal 8 UUP No. I Tahun 1974
Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang:
a. Berhubungan darah dalam satu garis lurus kebawah atau keatas
b. Berhubungan darah dalam satu garis menyamping, yaitu antara saudara, antara
seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri, yaitu saudara kandung, bibi atau kemenakan
istri.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang.
3. Pasal 9 UUP No. I Tahun 1974
Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak
boleh kawin lagi. Hal ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki, tetapi ada
pengecualian bagi laki-laki yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
4. Pasal 10 UUP No. I Tahun 1974
Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi
sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agamanya.
5. Pasal 11 UUP No. I Tahun 1974
Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa
tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan
dalam agama.
Ketentuan UUP No. I Tahun 1974 yang berkaitan erat dengan penelitian ini
adalah mengenai larangan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang
berhubungan saudara dengan istri, terdapat dalam pasa l 8 huruf e yang
menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: “berhubungan
saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal
seorang suami beristri lebih dari seorang”
Pasal 2 ayat 1 UUP No.I Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa sahnya
perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 49 ayat I UU No.
7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, wakaf
dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maka Pengadilan Agama
yang berhak menyelesaikan jika terjadi sengketa. Hukum Islam termuat dalam
berbagai bentuk kitab fiqih yang memberi peluang perbedaan sangat besar.Oleh
karena itulah loka karya para ‘Ulama’ pada tanggal 2-5 Februari 1988
dikukuhkan dengan Inpres No.I Tahun 1991 menghasilkan Kompilasi Hukum
Islam yang dipakai sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama seluruh
Indonesia.KHI tetap dapat disebut sebagai salah satu hukum positif meskipun
tidak/belum sampai pada tingkat undang-undang.122
KHI membahas mahram dengan istilah “Larangan Kawin” yang
ketentuannya termuat bab VI pasal 39, 40, 41, 42, dan 43.
122A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 121-130.
6. Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan
perempuan karena
a. Pertalian Nasab, yaitu ibu, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke
atas;saudara kandung, seayah, seibu; bibi
b. Pertalian Kerabat Semenda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri kecuali belum terjadi
percampuran dengan istri, menantu
c. Pertalian Sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;
saudara sesusuan dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah; saudara
perempuan dari saudara sesusuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah;
bibi susuan, nenek susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; anak yang
disusui istrinya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
7. Pasal 40
Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, seorang
perempuan yang sedang dalam masa iddah dari perceraiannya dengan orang lain
dan seorang perempuan yang tidak beragama Islam.
8. Pasal 41
Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang
berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan istrinya, baik sekandung,
seayah, maupun seibu serta keturunannya; juga bibi atau kemenakannya.
9. Pasal 42
Seorang laki-laki dilarang menikahi istri kelima, dalam hal salah satu istri
yang empat sudah dicerai dengan talak raj’i harus menunggu masa iddahnya.
10. Pasal 43
Seorang laki-laki dilarang menikahi istri yang sudah ditalak tiga sebelum ada
penyela dan dengan bekas istri yang dili’an.
11. Pasal 44
Seorang perempuan Islam tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang
tidak beragama Islam.
Larangan kawin dalam KHI yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat
pada pasal 41, yakni tentang larangan memadu istri dengan saudara, baik
sesusuan, kandung, bibi dan kemenakan.
2. Status Kemahraman Penerima dan Pendonor Bank ASI
Istilah Donor menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah “Penerima atau
Pemberi sumbangan.”123Sedangkan ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.Jadi
pengertian Donor ASI sebagaimana Donor Darah yaitu orang yang menyumbangkan
Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu yang membutuhkan.124
Donor ASI atau Persusuan oleh selain ibu telah dipraktekkan masyarakat
Arab sejak sebelum datangnya Islam dan terus berlanjut dalam masa keislaman.
Rasulullah sendiri ketika kecil disusui oleh Halimah al-Sa’diyah. Rasulullah sendiri
mengisyaratkan pengakuan terhadap persusuan oleh perempuan selain ibu,
sebagaimana tampak dalam hadits berikut:
 َِﲢ َﻻ َﺎ ﱠ ِإ : َلﺎَﻘَـﻓ َة َﺰَْﲪ ُﺔَﻨْـِﺑا ْﻰَﻠَﻋ ُﺪِْﻳر ُأ .م.ص ﱠﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ٍس ﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ُﺔْﻨﺑا َﺎ ﱠ ِإ ِْﱄ ﱡﻞ
 َﺮُْﳛ َو . ِﺔَﻋ ﺎَﺿ ﱠﺮﻟا َﻦِﻣ ﻲِﺧَأ ُْﳛ ﺎَﻣ ِﺔَﻋ ﺎَﺿ ﱠﺮﻟا َﻦِﻣ ُم َﺲﱠﻨﻟا َﻦِﻣ ُمَﺮ
Artinya:
“Riwayat dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW dikehendaki untuk menikah
dengan anak Hamzah, beliau menjawab:Dia (anak Hamzah) haram bagiku
123http://kamusbahasaindonesia.org/donor diakses 1 agustus 2014.
124Abdul Azis Dahlan, Ensiklopodi Hukum Islam, h. 279.
karena dia anak saudara sesusuanku Diharamkan karena persusuan
sebagaimana diharamkan karena hubungan darah (nasab)”
Hadis di atas menceritakan mengenai perjodohan Nabi Muhammad dengan
anak Hamzah, paman Nabi Muhammad, yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Beliau
menolak karena Hamzah, meskipun paman, tetapi juga saudara sesusuannya. Nabi
Muhammad pernah disusui oleh Tsaubah, hamba Abu Lahab, yang sebelumnya
pernah menyusui Hamzah.125
Konsekuensi yang lahir dari persusuan adalah munculnya larangan dan
kebolehan dalam beberapa hal. Hal yang dilarang akibat hubungan persusuan adalah
pernikahan, yaitu antara anak yang disusui dengan 1) ibu susu, 2) ibu dari ibu susu,
3) ibu dari bapak susu, 4) saudari ibu susu, 5) saudari bapak susu, 6) cucu dari ibu
susu, dan 7) saudari sesusuan.126 Hal yang diperbolehkan akibat hubungan persusuan
adalah bolehnya melihat wajah, berkhlawat, dan melakukan perjalanan bersama
perempuan bukan mahram.127 Kebolehan berkhalwat itu didasarkan atas hubungan
persusuan, yaitu persusuan di masa kecil sehingga susu tersebut bisa mengenyangi,
sebagaimana disebutkan oleh hadis berikut:
 َﻋ ﻚﻟذ ﻩﺮﻛ ﻪﻧﺄﻛ ﻪﻬﺟو ُﻪﱠَﻧﺄﻜَﻓ ٌﻞَﺟَر ﺎَﻫَﺪْﻨِﻋ َو ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ُﻞُﺨْﻨَـﻳ .م.ص ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿ َر َﺔَﺸِﻧﺎَﻋ ْﻦ
.ﺔﻋ ﺎ ا ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺿ ﺮﻟا ﺎﳕا.ﻦﻜﻧا ﻮﺧا ﻦﻣ نﺮﻈﻧا لﺎﻘﻓ ﻰﺧأ نا ﺖﻠﻘﻓ         (ﻢﻠﺴﻣ و ي رﺎﺨﺒﻟا ﻩاور)
Artinya:
“Riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW masuk (menemui) Aisyah ketika
di tempat Aisyah ada seorang laki-laki. Tampak wajah Nabi Muhammad
berubah, sepertinya beliau tidak berkenan Aisyah lalu berkata: “Dia
saudaraku”. Nabi Muhammad menjawab: “Lihatlah siapa yang menjadi
125Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, Subul al-Salam, Juz III, Jilid II.
(Semarang: Toha Putera, [t.th]), h. 217.
126Lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr,1983), h. 66.
127Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  h. 66.
saudaramu. Sesungguhnya persusuan itu berdampak hukum jika terjadi ]karena
lapar.”
Hadis di atas menunjukkan untuk masalah radla’ah, Rasulullah menegaskan
bahwa persusuan yang membawa dampak berupa hubungan persaudaraan adalah
persusuan yang dilakukan ketika susu yang diminum mengenyangi rasa lapar.
Menurut Mustafa Dib al-Bigha, persusuan yang mengenyangi rasa lapar hanya
terjadi pada masa susu membuat seseorang merasa lapar (ketika tidak meminumnya)
dan merasa kenyang (setelah meminumnya). Hal itu hanya terjadi pada masa kecil.128
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerima dan pendonor ASI memiliki status
kemahraman.
128Mustafa Dib al-Bigha, Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib. (Surabaya: al-
Haramain, [t.th]), h.
BAB IV
PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG BANK ASI
A. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI
1. Pendapat Ulama yang Membenarkan Adanya Bank ASI
Alasan ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI sebagai berikut:
Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi
perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan
adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara
perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya.
Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.
Ulama besar semacam Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak
menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank ASI.” Asalkan bertujuan
untuk mewujudkan mashlahat syar’iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan
yang wajib dipenuhi.Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik
dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang
lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi
yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.129
Senada dengan pendangan diatas, ada pendapat lainnya yang menyatakan
bahwa Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat,
di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat
khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain.
Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan
kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran
129Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)
daerah blang padang tahun 2013, http://180.241.122.205/dockti/IRMA_WATI-kti.pdf. h. 9 Diakses
pada 2 agustus 2014.
nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari. Prof.DR.
Ali Mustafa Ya’qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak
ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk
kelangsungan hidup anak manusia. “Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi
tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka
si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi
tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, kendatipun zaman nabi memang
tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada.” Ini berarti bahwa
mendirikan Bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak
mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu
kandungnya. Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus
dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu
menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak
mereka tidak boleh menikah.130
2. Pendapat Ulama yang tidak Membenarkan Bank ASI
Alasan para ulama untuk tidak membenarkan Bank ASI bahwa Bank ASI ini
akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa
terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus
dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya.
Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab Fatawa Mu’ashirah, beliau menyebutkan
bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian
juga dengan Majma’ al-Fiqih al-Islamiy melalui Badan Muktamar Islam yang
130Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)
daerah blang padang tahun 2013, h. 10.
diadakan di Jeddah pada tanggal 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406
H.. Lembaga ini dalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank air susu
ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank
tersebut.
B. Konklusi Hukum seputar keberadaan Bank ASI
Bank ASI sebagai lembaga penyalur donor ASI memiliki manfaat, baik bagi
pendonor ASI, agar ASI yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia, juga bagi si bayi
penerima ASI agar dapat memenuhi kebutuhan ASI dan gizinya yang belum dapat
dipenuhi oleh ibu kandungnya, karena alasan sakit atau menunggal dunia. Manfaat
lainnya adalah membangun rasa solidaritas untuk saling berbagi antar sesame.
Namun terlepas dari manfaat tersbut donor ASI berdampak pada terbentuknya
ikatan emosional antara ibu susu yang menjadi pendonor dengan seorang bayi
peneriman donor, hal ini disebabkan karena si bayi penerima donor ASI akan
mendapatkan sebagian sifat ibu yang mendonorkannya.
Hal ini diperjelas oleh dr. dian N. Basuki, MD, MSC, IBCLC, tentang DNA
pada protein ASI bahwa, “Dalam DNA, banyak sifat-sifat manusia yang dibawa.
Termasuk ada zat antibody. Jadi, anak yang mendapatkan ASI donor, disatu sisi ia
juga mendapatkan sebagian dari sifat ibu yang mendonorkan.”131
Permasalahan Bank ASI jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan
maka memiliki konsekuensi-konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat
Islam. Megingat ajaran serta syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal
kehormatan dan keturunan.
131Tabloid Mom and Kiddie, Donor ASI, Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung. Ed. 10th
V 20 desember 2010-02 Januari 2011, h. 10.
Dalam praktiknya di dunia barat, Bank ASI dalam prosedurnya menimbulkan
ketidakjelasan  hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup
kemungkinan akan terjadinya penikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu
susu. Jika  terjadi pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah karena melanggar
larangan yang menyangkut akad dalam muamalat, sebagaimana dikatakan dalam
kaidah ushul “Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang
dilarangan jika larangan tersebut menyangkut substansi akad”
Pada dasarnya, Bank ASI dalam kedudukan adalah sebagai sarana atau media
bagi terjadinya hubungan persusuan. Dengan kedudukan demikian, maka hukum
Bank ASI adalah netral. Namun sarana ini dapat bergerak ke hal yang mudharat
sesuai dengan tujuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Sebagaimana prinsip
dalam hukum Islam, sadd al-dzariah (menutup jalan yang membawa kepada
mudharat dan larangan).
Ketidakjelasan hubungan persusuan sebagai akibat percampuran susu
merupakan persoalan Bank ASI. Hal ini karena akan menimbulkan pertanyaan
seputar konsekuensi hukumnya.
Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tanggal 27
juli 2010 telah mengeluarkan 7 (tujuh) Fatwa baru, termasuk diantaranya adalah
masalah Bank Sperma dan Bank ASI sebagai berikut:
1. Mendonorkan dan atau menjualbelikan sperma hukumnya HARAM karena
bertentangan dengan hokum islam dan akan menimbulkan kekacauan asal-
usul serta identitas anak.
2. Mendirikan bank sperma dengan tujuan seperti tersebut di poin satu
hukumnya HARAM Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat
sebagai berikut:
a. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI
sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
b. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang
hamil.
c. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat.132
Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melakukan kajian mengenai
pendonoran ASI. Menurut Sholahudin al-Ayyub selaku wakil sekretaris komisi fatwa
MUI, mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk
mendonorkan ASI. Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya
HARAM. Sejumlah syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu:
1. Harusnya ada pembicaraan antara pendonor ASI dengan ibu kandung, ini
dilakukan agar terjadi kejelasan nasab (keluarga). Yang nantinya akan
menjadi keluarga persusuan.
2. Pendonor harus dalam keadaan sehat.
3. Anak yang menerima donor ASI harus berusia kurang dari 2 (dua) tahun.
4. Pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat.
Menurutnya juga “Ketentuan itu harus terpenuhi semuanya, ini ditakutkan
terjadinya pembentukkan darah sehingga dikhawatirkan akan terjadi penularan
penyakit menular atau keturunan yang diberikan pendonor ASI”.133
Praktek bank ASI adalah praktek penyampaian susu dari ibu donor kepada
anak yang membutuhkan, ketika air susu diminum oleh anak yang berusia kurang
dan atau sama dengan dua tahun, maka air susu tersebut menimbulkan hubungan
132https://www.mui.or.id/index:php?option=com_docman&task=cat_view&gid=78&itemid=
78 diakses pada tanggal 14 agutus 2014.
133http://news.okezone.com/read/2010/11/30/337/398569/mui-haramkan-donor-air-susu-ibu
diakses tanggal 14 agustus 2014.
hukum, baik susu tersebut dicampur dengan susu dari banyak perempuan/ibu atau
pun dari satu perempuan/ibu saja. Hubungan hukum yang timbul adalah terjadinya
larangan menikahi sebagaimana larangan untuk menikahi saudara berdasarkan
hubungan nasab.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Radha’ah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang
perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak
seorang anak. Ulama fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai
umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat
ditentukan oleh kadar susu yang diterima.
2. Dalam donor ASI perlu diperjelas identitas pendonor dan penerima donornya.
Kerana bila seoranga anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air
susu itu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya
sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri.
3. Alasan Ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI  ialah karena
susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara
mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sedangkan
bank ASI, sang bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas, sedangkan
Ulama yang tidak membenarkan ialah karena bank ASI sudah menganut
sistem jual beli juga tidak jelas identitas seorang pendonor Bank ASI,
sehingga ditakutkan tercampurnya nasab, sedangkan Islam menganjurkan
untuk menjaga nasab dengan baik.
B. Saran
1. Perlu adanya informasi kepada pemberi donor ASI tentang identitas penerima
ASI dan sebaliknya dan adanya bukti serah terima ASI untuk menghindari
untuk terjatuh dalam praktek yang dilarang agama, dan
2. Dalam perosedurnya, bank ASI perlu menghindari percampuran ASI antara
satu ibu susu dengan lainnya yang potensial mengaburkan hubungan
persusuan. Komersialisasi ASI pada dasarnya adalah perbuatan mubah dan
menyangkut persoalan sarana (wasilah). Namun perbuatan mubah tersebut
harus dilakukan dengan tidak menimbulkan resiko terjadinya pelanggaran
atas larangan Islam, khususnya menyangkut hubungan kekerabatan dan
hubungan pernikahan.
3. Bank ASI pada dasarnya bersifat komersil, namun dalam penerapannya
diharapkan tidak menimbulkan resiko terjadinya kekaburan nasab yang
berdampak pada pernikahan antar sudara sepersusuan, yang dimana kita
ketahui merupakan larangan dalam Islam.
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